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Abstrak 

Pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dikarenakan adanya ikatan 

antara dua orang maka sesuai dengan prinsip perdata akan timbul hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri telah 

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah kewajiban suami 

memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah dapat dibedakan menjadi dua yaitu nafkah lahir dan batin. Terkait pemenuhan 

nafkah batin yang tidak terpenuhi dijadikan objek untuk diminta pembayaran ganti rugi secara materiil. Hal tersebut belum 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu setelah ditinjau dari perspektif Hukum Islam hal tersebut pun belum ada 

aturan yang mengaturnya. 

Kata Kunci : Nafkah Batin; Kompensasi Material; Hukum Islam 

 

Abstract 

Marriage is a bond between a man as husband and woman as wife. Due to the bond between two people, according to civil princip les, 

rights and obligations will arise. The rights and obligations of husband and wife have been regulated in the Marriage Law and  the 

Compilation of Islamic Laws, one of which is the husband's obligation to provide for his wife. Nafkah can be divided into two, 

namely physical and mental income. Regarding the fulfillment of the inner income that is not fulfilled, it is used as an obje ct for 

requesting payment of material compensation. This has not been regulated in statutory regulations. Then after being viewed fr om the 

perspective of Islamic law, there are no rules that regulate it. 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.1 Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat 

kuat miitsaaqan gholidon untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.2 

Sebagaimana pengertian perkawinan diatas maka inti dari perkawinan adalah adanya ikatan antara suami dan 

istri. setiap dari ikatan antara dua subjek didalam perkara perdata maka akan ada hak dan kewajiban yang 

harus terpenuhi. Begitu pun dalam perkawinan ada yang dinamakan hak dan kewajiban suami istri, hal ini 

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:3 

Pasal 30 

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 

Pasal 31 
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; 
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; 
3. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

Pasal 32 
1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; 
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. 

Pasal 33 

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu 

kepada yang lain. 

Pasal 34 
1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 

 
Lalu dalam Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut: 

Pasal 77  

1. Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat  

2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada 

yang lain;    

3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak‐anak mereka, baik mengenai pertumbuhan 

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;    

4. suami isteri wajib memelihara kehormatannya;    

5. jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing‐masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama    

  

 
1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2 Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam 
3 Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 



50                                                                                                                                    Vol.  17 No.1,  Juni 2021 

 
 

Pasal 78  

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.    

2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.    

Pasal 79  

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.    

2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.    

3. masing‐masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.    

Pasal 80  

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal‐hal urusan rumah tangga 

yang penting‐penting diputuskan oleh suami isteri bersama.    

2. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya    

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang 

berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.    

4. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :    

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;    

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;    

c. biaya pendididkan bagi anak.    

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada 

tamkin sempurna dari isterinya.    

6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan 

b.    

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.    

Pasal 81  

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak‐anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.    

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah 

talak atau iddah wafat.    

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak‐anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka 

merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat 

menata dan mengatur alat‐alat rumah tangga.    

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. 

Setelah mengetahui hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dipaparkan di atas, baik dalam 

Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam ada kewajiban suami yang harus 

dipenuhi dan merupakan hak dari istri, yaitu pemeberian nafkah. Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan dengan belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yang diberikan kepada isteri, atau 

rezeki; bekal hidup sehari-hari.4 Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah 

tangga, pengobatan istri, jika ia (suami) seorang kaya. Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al-Qur’an, 

Sunnah dan Ijma’.5 

 
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 605. 
5 Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah 7” terj. Pt alma’arif percetakan offset, hlm. 63 
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Dari pengertian diatas penulis membagi nafkah suami istri menjadi dua yaitu nafkah lahir dan nafkah 

batin. Nafkah lahir adalah nafkah yang dapat terlihat oleh mata dan dapat dihitung secara nominal uang, 

nafkah lahir diantaranya pangan (makan dan minum), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). 

Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang tidak dapat terlihat oleh mata akan tetapi dapat dirasakan dan 

sulit untuk dihitung secara nominal uang, seperti halnya kebahagiaan, kenyamanan dan seksualitas.  

Penelitian terkait pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin ini sudah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya: 

Skripsi dari Aisy Soraya yang berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin” yang memaparkan tentang pemenuhan 

nafkah batin bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin dan didapatkan hasil bahwa 

upaya pemenuhan nafkah batin yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin 

adalah dengan tatap muka antar narapidana dengan istrinya lalu dapat bersenda gurau sehingga dapat membantu 

pemenuhan nafkah batin dalam hal kasih sayang lalu untuk pemenuhan seksual narapidana menahan diri sampai 

dapat membereskan masa tahanannya hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan istri dalam lingkup sosial.6 

Tesis dari Wahidatur Ramadhani Harahap yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Ii B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga.”  yang 

didalamnya meneliti terkait pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan 

yang dikaitkan dengan keutuhan rumah tangga. Dalam penelitian ini dipaparkan tentang pelaksanaan pemenuhan 

nafkah keluarga narapidana Lapas kelas II B Tanjung Balai Asahan, persepsi keluarga narapidana tentang 

implikasi pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga dan Upaya lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan 

dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana.7 

Artikel dari Jawawi Abu Bakar dkk. yang berjudul “Kewajipan Isteri Menunaikan Nafkah Batin Kepada Suami 

Yang Dijangkiti Hiv/Aids: Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Dan Kajian Kes” dalam penelitian ini dipaparkan 

tentang pemenuhan nafkah batin suami yang mengidap HIV/AIDS terhadap Istrinya. Lalu didapatkan bahwa 

ada resiko yang akan timbul dalam pemenuhan nafkah batin (seksual) bagi suami pengidap HIV/AIDS sehingga 

harus ada treamen khusus terkait hal ini.8 

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, pada artikel ini peneliti ingin meneliti terkait ganti 

rugi materiil (berupa uang) bagi anfkah batin suami istri yang tidak terpenuhi. Pada tahun 2016 skripsi dari 

Achmad Riswanda Imawan dengan judul “Analisis iHukum iIslam iterhadap iPutusan iHakim iPA 

iBondowoso iNo. i1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw itentang iPenolakan iGugatan iKompensasi iMateriil iatas 

iNafkah iBatin” iyang isudah idipublikasikan idi iDigital iLibrary iUIN iSunan iAmpel iSurabaya imemberikan 

iketertarikan ipenulis iuntuk imenulis iartikel idengan ijudul i“Tinjauan iHukum iIslam iterhadap iGanti iRugi 

 
6 Aisy Soraya, Skripsi. Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin. Tahun 2013. UIN Antasari Banjarmasin. 
7 Wahidatur Ramadhani Harahap, Tesis, Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Ii 
B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga. Tahun 2020, Pascasarjana UIN Sumatera Utara. 
8 Jawawi Abu Bakar dkk. Artikel. Kewajipan Isteri Menunaikan Nafkah Batin Kepada Suami Yang Dijangkiti Hiv/Aids: Menurut 
Undang-Undang Keluarga Islam Dan Kajian Kes. Tahun 2015.  Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Universiti Utara 
Malaysia. 
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i iMateriil iatas iNafkah iBatin iSuami iIstri ”. iRumusan ipermasalahan idari ilatar ibelakang itersebut iadalah 

ibagaimana iHukum iIslam imemandang itentang ikompensasi inafkah ibatin iyang idimaterilkan, iapakah isesuai 

idengan iketentuan iHukum iIslam iatau itidak. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah imetode ianalisis iisi i(Content iAnalisis) idengan 

imengunakan ipendekatan ipenelitian ihukum inormatif i(legal iresearch) ikarena imengkaji ihukum idari iteksnya, 

iyaitu imengkaji iUndang-Undang iNomor i1 itahun i1974 itentang iPerkawinan, iKompilasi iHukum iIslam idan 

iKarya iIlmiah iyang isudah idipublikasikan iterkait inafkah. 

Sumber data dalam artikel ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu: pertama, sumber data primer yang diambil 

dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan 

iPutusan iHakim iPA iBondowoso iNo. i1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw. Kedua, sumber data sekunder yaitu buku 

dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan pembahasan nafkah dan Hukum Islam. Ketiga, sumber data 

tersier yaitu sumber data yang diambil dari kamus atau media elektronik yang dapat membantu dalam 

penambahan materi yang berhubungan dengan nafkah dan Hukum Islam. 

Langkah penelitian dalam penyusunan artikel ini yaitu: Mencari data-data yang diperlukan baik data primer, 

sekunder dan tersier yang berkaitan dengan nafkah dan Hukum Islam, lalu mengkalisifikasikan data yang sudah 

didapatkan, lalu data-data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah pada 

Pendahuluan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dasar iHukum iPemenuhan iNafkah iSuami iIstri 

Dasar ihukum ipemenuhan inafkah isuami iistri idalam iAl-Quran 

Qur’an iSurat iAl-Baqarah iayat i233 iyang iartinya: 

 i“Para iibu ihendaklah imenyusukan ianak-anaknya iselama idua itahun ipenuh, iYaitu ibagi iyang iingin 

imenyempurnakan ipenyusuan. iDan ikewajiban iayah imemberi iMakan idan ipakaian ikepada iPara iibu idengan 

icara ima'ruf.”9 

Qur’an iSurat iAt-Thalaq iayat i6 iyang iartinya: 

“Tempatkanlah imereka i(para iistri) idi imana ikamu ibertempat itinggal imenurut ikemampuanmu idan ijanganlah 

ikamu imenyusahkan imereka iuntuk imenyempitkan i(hati) imereka. iDan ijika imereka i(istri-istri iyang isudah 

iditalak) iitu isedang ihamil, imaka iberikanlah ikepada imereka inafkahnya ihingga imereka ibersalin, ikemudian ijika 

imereka imenyusukan i(anak-anak)mu iuntukmu imaka iberikanlah ikepada imereka iupahnya; idan 

imusyawarahkanlah idi iantara ikamu i(segala isesuatu), idengan ibaik; idan ijika ikamu imenemui ikesulitan imaka 

iperempuan ilain iboleh imenyusukan i(anak iitu) iuntuknya.”10 

  

 
9 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an: Terjemah Dep. Agama”. Bandung: C.V. Gema Risalah Press, hlm. 70 
10 Ibid. Hlm. 1145 
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Qur’an iSurat iAt-Thalaq iayat i7 iyang iartinya: 

“Hendaklah iorang iyang imampu imemberikan inafkah imenurut ikemampuannya. iDan iorang iyang idisempitkan 

irezekinya ihendaklah imemberi inafkah idari iharta iyang idiberikan iAllah ikepadanya, iAllah itidak imemikulkan 

ibeban ikepada iseseorang imelainkan i(sekedar) iapa iyang iAllah iberikan ikepadanya. iAllah ikelak iakan 

imemberikan ikelapangan isesudah ikesempitan.”11 

Dalam iHadis iNabi iSAW 

Artinya: i“Dari i‘Aisyah iRA isesungguhnya iHindun iBinti i‘Utbah ipernah ibertanya i“Wahai iRasulullah 

isesungguhnya iAbu iSufyan iadalah iseorang iyang ikikir. iIa itidak imau imember inafkah ikepadaku isehingga iaku 

iharus imengambil idarinya itanpa isepengetahuannya”. iMaka iRasulullah iSAW ibersabda, i“Ambillah iapa iyang 

imencukupi ibagimu idan ianakmu idengan icara iyang ibaik”. i(HR iAhmad, iBukhari, iMuslim, iAbu iDawud 

idan iNasa’i)12 

Hadis iNabi iSAW iyang iartinya:13 

“Seorang ilaki-laki idating ikepada iNabi iSAW, imaka iorang iitu ibertanya: i“Apakah ihak iperempuan idari 

isuaminya?” iRasulullah iSAW imenjawab: i“Memberinya imakanan iketika imakan, imemberinya ipakaian ijika 

iberpakaian, itidak iboleh imeninggalkannya idalam itempat itinggal, itidak imemukulnya idengan ipukulan iyang 

itak iterelakan, idan itidak iboleh imenjelek-jelekan”. 

Dalam iperaturan iperundang-undangan i 

Pasal i34 iayat i(1) iUndang-Undang iPerkawinan, iyaitu: 

“Suami iwajib imelindungi iisterinya idan imemberikan isegala isesuatu ikeperluan ihidup iberumah itangga isesuai idengan 
ikemampuannya.” 

 
Pasal i80 iayat i(2) iKompilasi iHukum iIslam, iyaitu: 

 
“Suami iwajib imelidungi iisterinya idan imemberikan isegala isesuatu ikeperluan ihidup iberumah itangga isesuai 

idengan ikemampuannya i“ i i 

Pasal i80 iayat i(4) iKompilasi iHukum iIslam, iyaitu: 

“Sesuai idengan ipenghasilannya isuami imenanggung i: i i i 

a. nafkah, ikiswah idan itempat ikediaman ibagi iisteri; i i i 

b. biaya irumah itangga, ibiaya iperawatan idan ibiaya ipengobatan ibagi iisteri idan ianak; i i i 

c. biaya ipendididkan ibagi ianak.” 

Pasal i81 iayat i(1) iKompilasi iHukum iIslam, iyaitu: 

“Suami iwajib imenyediakan itempat ikediaman ibagi iisteri idan ianak‐anaknya iatau ibekas iisteri iyang imasih 

idalam iiddah. i“ i i 

Sebagaimana ipemaparan idi iatas ibahwa isuami iwajib imemberikan inafkah ikepada iistrinya, ibaik 

inafkah ilahir imaupun ibatin. iPemenuhan inafkah ibatin ijika idinilai isecara imateriil imaka iakan imudah iuntuk 

idihitung, iakan itetapi iuntuk inafkah ibatin ihal iini iakan imenjadi isulit. i 

 
11 Ibid.  
12 Tihami dan Sohari, “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap”. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 165 
13 Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, “Hikmatu at-Tasyri wa Falsyafatahu” terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: 
C.V. Asy-Syifa. Hlm. 337 
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Seperti ihalnya iyang itelah iterjadi idi iBondowoso, ilewat ipengajuan igugatan iperceraian ike 

iPengadilan iAgama iBondowoso, iyang isalah isatu ipermohonan iPenggugat ikepada iMajelis iHakim idalam 

ipetitumnya iadalah imenuntut iTergugat iuntuk imembayar iganti irugi inafkah ibatin isebesar iRp. i500.000.000; 

i(Lima iRatus iJuta iRupiah) idikarenakan iPenggugat imerasa itidak idilayani iatau idipenuhi inafkah ibatinnya 

ioleh iTergugat. 

Majelis iHakim iPengadilan iAgama iBondowoso imengabulkan igugatan iPenggugat isebagian, idan 

iuntuk igugatan ipembayaran iganti irugi inafkah ibatin iyang inominalnya iRp. i500.000.000; i(Lima iRatus iJuta 

iRupiah) iditolak. iPertimbangan iMajelis iHakim iterkait ihal itersebut iadalah itidak ijelas ihukumnya idan itidak 

idapat idimaterikan iserta itidak iada iyang idapat idijadikan itolak iukur isebagaimana inafkah imadhiyah idan 

inafkah ilahir.14 

Terkait ipertimbangan iMajelis iHakim idalam iperkara itersebut iuntuk ipernyataan inafkah ibatin iyang 

itidak iada itolak iukurnya imemang ibenar itidak iada idan isulit. iLalu i iyang imenyatakan itidak iada ihukum 

iyang imengatur ipembayaran iganti irugi imateriil inafkah ibatin iapakah ibenar? iBenar, ikarena ijika imelihat 

ikembali idi ipendahuluan idiatas imemang ibenar iterkait inafkah ibatin idiatur idi idalam iUndang-Undang 

iPerkawinan idan iKompilasi iHukum iIslam, ibahkan ijika ihal itersebut imenjadi iseringnya iterjadi ipertengkaran 

idalam irumah itangga, imaka iyang imerasa idirugikan iatau ikeberatan idapat imengajukan igugatan i iperceraian 

ike iPengadilan iAgama. iAkan itetapi iuntuk imasalah ipembayaran iganti irugi imateriil inafkah ibatin itidak 

iaturan iyang imengaturnya. 

Ulama ifikih imengatur itentang ijumlah inafkah iyang iharus idibayar isuami ikepada iistrinya 

isebagaimana iyang idijelaskan isayid isabiq idalam ikitab iFikih iSunah-nya:15 

1. Pendapat iMadzhab iHanafi 

Madzhab iHanafi iberpendapat ibahwa idalam iagama itidak iada ijumlah iyang iditentukan idalam 

ipemenuhan inafkah, imereka iberpendapat iselama isuami idapat imemberikan iistrinya imakanan, 

ipakaian idan itempat itinggal i(nafkah ilahir) isesuai idengan ikondisi isetempat idan ikemampuan 

isuaminya. iHal itersebut isebagaimana ifirman iAllah iSWT. idalam iQS. iAt-Thalaq iayat i6 idan i7. 

2. Pendapat iMadzhab iSyafi’i 

Madzhab iSyafi’I iberpendapat ibahwa ijumlah inafkah ibukan idiukur idengan ijumlah ikebutuhan 

iakan itetapi iharus iberdasarkan iSyara’, imaka imereka imenetapkan i2 imud i(6 ions 

igandum/beras) iper ihari ibagi isuami iyang ikaya i(berada) idan i1 imud i(3 ions igandum/beras) 

iper ihari ibagi isuami iyang imiskin. iHal iini iberdasarkan ifirman iAllah iSWT idalam iQS. iAt-

Talaq iayat i7 iyang imereka iberpendapat iharus iada iyang imembedakan isuami iyang ikaya idan 

imiskin idank iarena itidak iada ijumlah iyang idiatur idalam ial-Quran idan iHadis imaka iharus 

iberijtihad. 

 
14 Achmad Riswanda Imawan, “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim PA Bondowoso No. 
1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil atas Nafkah Batin”. Digital Library UIN 
Sunan Ampel Surabaya. 
15 Op. Cit. Sayid Sabiq, hlm. 72-74 
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 Walaupun ikita ipahami ibahwa iada ipenetapan ijumlah inafkah iseperti iitu, iakan itetapi iyang ibanyak 

idigunakan idi imasyarakat iadalah ijumlah inafkah iyang idiberikan isuami ikepada iistrinya iadalah isesuai idengan 

ikesepakatan imasing-masing isuami iistri. i 

 Tetapi iuntuk iganti irugi imateriil inafkah ibatin iyang itidak iterpenuhi ibelum iada iaturan idalam 

iHukum iIslam iyang imengaturnya. iTerkait ihal iini ipenulis iberpikiran imungkin iakan ibahaya ijika iada iaturan 

iyang imengatur ihal itersebut ikarena inafkah ibatin icontohnya ihubungan iseksual ijika idapat idimaterikan 

imaka iapa ibedanya ihubungan isuami iistri idisisi iini idan ihubungan ipekerja iseks ikomersial idengan 

ipengguna ijasanya idisisi ilain. iKesakralan ihubungan iseksual idalam iperkawinan iakan iluntur ijika imemang 

ibenar iada iaturan iterkait iini. 

Tinjauan Hukum Islam juga dapat digunakan dengan pendekatan maqashid syariah yang hifdzu diin. 

Pendekatan Hifdzu Diin atau menjaga agama dalam kasus ganti rugi materiil untuk nafkah batin yang tidak 

terpenuhi digunakan karena dalam kasus tersebut di Agama Islam tidak diatur sehingga perlu untuk dijaga supaya 

Hukum Islam tetap sesuai dengan aturan yang telah ada.  

Lalu selain maqashid Syariah Hifdzu Diin, dapat dipakai juga untuk meninjau perkara ini yaitu hifdzu maal 

atau menjaga harta karena tidak adanya tolak ukur dalam nafkah batin yang diuangkan maka pencegahan ganti 

rugi materiil nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi adalah salah satu bentuk dalam menjaga harta. 

Selain itu ada juga dalam kaidah fikih Islam yaitu kaidah “adl-Dlororu yuzalu” atau kemadaratan (harus) 

dihilangkan16. Kaidah tersebut kembali kepada maksud untuk merealisasikan maqashid al syariah dengan menolak 

yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, 

tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah diatas meliputi lapangan 

yang luas didalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari fikih yang ada. Pembatasan (limitasi) kebebasan 

manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasharrufnya pada hal-hal yang dapat 

menimbulkan bahay bagi orang lain juga termasuk kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan 

segala cara jika ia memang benar-benar terjadi 

Kaidah Fikih ini dapat dipakai dalam kasus ganti rugi materiil terhadap nafkah batin suami istri yang 

tidak terpenuhi ini karena ganti rugi tersebut dapat menimbulkan kemadaratan jika harus ditunaikan karena tidak 

ada tolak ukur seberapa besar uang yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan hak nafkah batin ini.  Oleh karena 

itu maka ganti rugi materiil dalam hal nakfah batin suami istri yang tidak terpenuhi jika ditinjau dari hukum islam 

tidak berdasar sehingga ganti rugi materiil berupa uang tidak dapat ditunaikan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan iuraian idi iatas idapat idikemukakan ikesimpulan isebagai iberikut: i 

1. Pemberian inafkah ioleh isuami ikepada iistrinya ibaik ilahir imaupun ibatin isudah idiatur idalam iHukum 

iIslam i(Al-Quran idan iHadis) ibahkan iterkait ijumlah ipemenuhan inafkah ilahir itelah idiatur imelalui 

iijtihad. iBahkan idi iIndonesia, ipemenuhan inafkah ioleh isuami ikepada iistrinya itelah idiatur idalam 

 
16 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaian Masalah-masalah yang Praktis. 
Cet. 6, 2016. Jakarta: Kencana. Hal. 33 
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iPeraturan iPerundang-undangan i(Undang-Undang iNomor i1 itahun i1974 itentang iPerkawinan idan 

iKompilasi iHukum iIslam). 

2. iSampai isaat iini ibelum iada iperaturan iperundang-undangan iyang imengatur iterkait iganti irugi imateriil 

inafkah ibatin iyang itidak iterpenuhi. 

3. Dalam iHukum iIslam imengatur ipembayaran iganti irugi imateriil inafkah ibatin iyang itidak iterpenuhi. 

Dari beberapa poin tersebut maka ganti rugi materiil nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi 

menurut aturan perundang-undangan dan hukum Islam tidak dapat ditunaikan karena belum ada aturan yang 

mengatur hal tersebut.  
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